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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali, menggambarkan, dan menemukan Nilai Kebajikan
Kewarganegaraan terkait partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat
pemerintahan administratif desa di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif-empiris. Data dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan mendalam.
Analisis data menggunakan analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Penelitian ini menemukan
bahwa Undang-Undang Disabilitas menjadi acuan dalam pengaturan keterlibatan difabel dalam akses
hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di Indonesia. Hasil mununjukan bahwa Nilai
Kebajikan Kewarganegaraan dalam partisipasi hak penyandang disabilitas membentuk kohesi sosial
yang memperkuat tanggung jawab individu, rasa kasih untuk yang lain, integritas, patriotisme, toleransi
keragaman, dan konsistensi. Disimpulkan bahwa terdapat urgensi keterlibatan disabilitas dalam
perumusan kebijakan desa guna memahami, mengetahui, dan menganalisis kebutuhan maupun masalah
yang dialami disabilitas itu sendiri di level desa. Selain itu, terdapat harapan pula akan adanya upaya
untuk melindungi hak kaum disabilitas dan mengubah persektif masyarakat yang baik tentang
disabilitas. Penelitian lebih lanjut dapat pula merefleksikan urgensi keterlibatan disabilitas dalam
perumusan kebijakan berskala nasional.
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Abstract

This study aims to explore, describe, and find the Virtue of Citizenship related to the participation of the
rights of persons with disabilities in policy formulation at the village administrative level in Indonesia. The
method used in this research is normative-empirical legal research. Data were collected using an in-depth
literature study. Data analysis uses Miles and Huberman qualitative data analysis. This study finds that the
Disability Law is a reference in regulating the involvement of persons with disabilities in accessing the rights
of persons with disabilities in public services in Indonesia. The results show that the Virtue of Citizenship in
the participation of the rights of persons with disabilities forms social cohesion that strengthens individual
responsibility, compassion for others, integrity, patriotism, tolerance for diversity, and consistency. It was
concluded that there is an urgency for disability involvement in the formulation of village policies in order
to understand, know, and analyze the needs and problems experienced by disabilities themselves at the
village level. In addition, there is also hope that there will be efforts to protect the rights of people with
disabilities and change people’s positive perspectives on disability. Further research can also reflect the
urgency of disability involvement in national-scale policy formulation.
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PENDAHULUAN

Disabilitas telah lama seolah menjadi sebuah label dalam kehidupan sosial, menjadikan
timbulnya pemisahan antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas dan semakin
kompleksnya isu disabilitas. Hal tersebut menjadikan sulitnya pemenuhan hak-hak bagi
disabilitas. Padahal, kebutuhan dan kondisi penyandang disabilitas begitu beragam. Hal tersebut
menjadikan perlunya berbagai kebijakan sosial untuk menjembatani hak dan kewajiban antara
penyandang disabilitas dengan non-disabilitas (Jiya et al, 2021). Bahkan, dikatakan perlunya
evaluasi terhadap kebijakan bagi disabilitas pada hal-hal secara administratif untuk mereformasi
kebijakan dimaksud secara luas (Opoku et al., 2018).

Kebajikan kewarganegaraan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk penyandang
disabilitas (Sigurjonsdottir & Rice, 2023). Partisipasi penyandang disabilitas dalam perumusan
kebijakan penting untuk mencapai inklusi sosial (Bennwik et al., 2023), mengingat penyandang
disabilitas memiliki kebutuhan khusus (Aultman et al., 2023). Sehubungan dengan hal tersebut,
dalam proses pengambilan kebijakan, penting bagi pemerintah untuk dapat memastikan bahwa
kebijakan yang diadopsi memenuhi kebutuhan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas
(Dibben et al., 2023). Karenanya, partisipasi penyandang disabilitas dapat memberikan manfaat
yang positif dan signifikan (Mor et al., 2023).

Dengan melibatkan penyandang disabilitas, pemerintah memperoleh pemahaman tentang
kebijakan yang efektif yang inklusif (Stefansdottir et al., 2023). Partisipasi penyandang disabilitas
dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang diterapkan (Ressa, 2023). Selain itu,
dilibatkannya penyandang disabilitas menunjukkan bagaimana pemerintah menghargai peran
penyandang disabilitas (Introna, 2023; Jennissen et al., 2023; Lejeune, 2023; Wickenden et al,,
2023; Wood & Happé, 2023). Partisipasi hak penyandang disabilitas adalah esensial (Steel, 2023).
Untuk mewujudkan kewarganegaraan yang inklusif, diperlukan pasrtisipasi masyarakat secara
keseluruhan (Neuberger et al, 2023). Dilibatkannya penyandang disabilitas dalam proses
pengambilan keputusan menjadikan pemerintah dapat memastikan diakomodirnya kebutuhan
dan hak-hak penyandang disabilitas (Schnellert et al., 2023).

Urgensi tersebut sejalan dengan isu disabilitas yang saat ini menjadi isu yang semakin sering
muncul di tengah masyarakat (Kristianto, 2022), seiring dengan meningkatnya kesadaran akan
pemenuhan hak-hak bagi disabilitas. Karenanya, dalam rangka menjembatani hak dan kewajiban
antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas, diperlukan regulasi untuk merencanakan,
melaksanakan dan mengawasi tentang partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan
kebijakan. Regulasi tersebut dimaksudkan sebagai cara dalam memberikan ruang partisipasi
penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di segala level, yang mana hal tersebut tentu
sangat terkait dengan kajian kewarganegaraan.

Kewarganegaraan telah menjadi perhatian bagi banyak orang di berbagai belahan dunia
(Anggraini & Amrullah, 2023). Hubungan antara perilaku kewarganegaraan, kinerja, dan hasil
karir pada individu memiliki hubungan yang positif (Bergeron et al, 2011). Dalam skala
internasional, terdapat beberapa kemajuan di mana telah dibuat regulasi mengenai penyandang
disabilitas, tetapi upaya tersebut dianggap masih kurang karena kurangnya langkah akuntabilitas
formal yang menghambat inklusi penyandang disabilitas (Karr etal., 2020). Masalah tersebut tidak
dapat dipungkiri akan menimbulkan masalah lainnya, seperti akses pelayanan bagi disabilitas.
Banyak penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam akses pelayanan (Parey & Sinanan,
2021).

Sebagai warga negara, partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan
di tingkat pemerintahan khususnya dalam level desa di Indonesia patut diperhatikan. Secara
historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di
Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sejenis desa, masyarakat adat, dan
sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa
merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif
mandiri. Hal ini antara lain ditunjukan dengan tingkat keragaman yang tinggi. Pada intinya, dapat
dipahami bahwa desa merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terkecil atau terendah
levelnya, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan, dan merupakan
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kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya (Ramlan &
Sihombing, 2021).

Secara hukum positif di Indoensia, terdapat peraturan yang mengatur tentang hak
penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, atau yang dikenal sebagai UU Disabilitas. Pasal 1 UU Disabilitas menyebutkan bahwa
“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,
mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan
warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa ragam
penyandang disabilitas terdiri dari penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik
dan/atau ganda.

Kepentingan penyandang disabilitas di Indonesia dapat diakomodir dengan adanya UU
Disabilitas. Namun, peraturan yang tidak diikuti dengan implementasi yang optimal akan tetap
menghasilkan rendahnya partisipasi masyarakat (Arif, 2020). Bersamaan dengan hal tersebut,
Tennille berpandangan bahwa kombinasi proses pemerintah, hak kepemilikan, dan pelanggaran
dapat mengubah partisipasi publik (Tennille, 2005). Terkait beragamnya penyandang disabilitas,
dalam sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan tentu saja harus tercapai keseimbangan
antara hak dan kewajiban, khususnya bagaimana mengetahui posisi diri sendiri sebagai warga
negara.

Budaya yang dianggap berasal dari luar komunitas memediasi aspek representasi (Tyler,
2012). Kebajikan kewarganegaraan dan partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan
kebijakan di tingkat pemerintahan desa menjadi wahana peningkatan kesadaran berkonstitusi
bagi warga negara. Dikatakan bahwa kebajikan kosmopolitan telah merefleksi dunia dalam
penanaman kepedulian atau perasaan yang tinggi terhadap dunia (Smith, 2007). Sebagai warga
negara yang berdemokrasi, setiap warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Valencia Saiz
menyebutkan hubungan antara kewarganegaraan global dan lokal menuntut adanya tanggung
jawab sosial kewarganegaraan (Valencia Saiz, 2005). Menyikapi hal tersebut, urgensi partisipasi
hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan menjadi salah
satu intervensi pengembangan penyandang disabilitas (Dispenza, 2019).

Beberapa penelitian tentang partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan
kebijakan di tingkat pemerintahan telah dilakukan. Studi tersebut memaparkan tentang
pelaksanaan hak asasi penyandang disabilitas (Caughey, 2021), desa inklusi sebagai
pembangunan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas (Ratih Probosiwi, 2017), inklusi sosial
dalam regulasi desa (Dekki Umamur Ra’is, 2017), perlindungan hak-hak sipil bagi penyandang
disabilitas sebagai bagian dari kebijakan ketenagakerjaan (Bruyere, 2000), hak-hak disabilitas
sebagai kewarganegaraan penuh dalam negara (Kirakosyan, 2015). Namun, penelitian tentang
kebajikan kewarganegaraan dan partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan
kebijakan di tingkat pemerintahan desa dapat dikatakan masih minim dilakukan.

Sementara itu, aspek partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan
masih terdapat persoalan, khususnya hak bagi kaum disabilitas yang erat kaitannya dengan aspek
hukum yang selanjutnya akan berkaitan pula dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Selain itu, kebajikan kewarganegaraan dalam regulasi partisipasi hak penyandang disabilitas
belum cukup tergambar. Padahal, dalam skala global, pemahaman tentang disabilitas dan
pengakuan haknya telah terjadi pergeseran kearah yang lebih baik (Pal, 2018). Terkait partisiasi
dalam kewarganegaraan, area privat dan publik hak warga negara menjadi ruang yang penting
dalam aktivitas sebagai warga negara (Herawati, et al., 2022) termasuk dalam hal partisipasi
politik. Dengan demikian, tentu sudah tepat jika permasalahan kebajikan kewarganegaraan dalam
regulasi partisipasi hak penyandang disabilitas di tingkat pemerintahan desa memerlukan analisi
mendalam. Meskipun banyak kemajuan tentang undang-undang mengenai anti diskriminasi,
kurangnya kemauan politik dan pendanaan pada hak-hak disabilitas menjadiknnya tidak terbatas
dalam hal partisipasi hak penyandang disabilitas (Phillips, 2011).

Kurangnya pengetahuan tentang hak asasi manusia dan ditambah dengan dengan budaya
hukum yang konsensualisme sering kali menyebabkan perselisihan (Oomen, 2013). Penelitian ini
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bertujuan untuk menggali, menggambarkan, dan menemukan kebajikan kewarganegaraan dan
partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan desa
di Indonesia. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada permasalahan bagaimana UU Desa dan UU
Disabilitas mengakomodir hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat
pemerintahan desa di Indonesia. Selain itu, peneliti hendak membahas pula mengenai bagaimana
wujud kebajikan kewarganegaraan dalam pelaksanaan partisipasi hak penyandang disabilitas
dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan desa di Indonesia.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian dimaksudkan
sebagai upaya dalam memperkaya wawasan, memahami, mengetahui dan menganalisis
kebutuhan serta masalah yang dialami disabilitas pada level desa di Indonesia. Selain itu, terdapat
pula harapan akan adanya upaya untuk melindungi hak kaum disabilitas dan mengubah persektif
masyarakat yang baik tentang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah
suatu metode penelitian yang mengutamakan analisis unsur hukum normatif (Benuf & Azhar,
2020), tetapi penelitian ini juga didukung dengan unsur empiris. Hal ini mengingat nilai kebajikan
kewarganegaraan dalam partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di
tingkat pemerintahan desa di Indonesia berperan dalam menegaskan keterlibatan penyandang
disabilitas.

Penelitian ini dilakukan dengan menggali ketentuan hukum positif tertulis yang ditujukan
pada isu dan permasalahan terkait dalam masyarakat, sehingga dalam kajianya dilakukan melalui
dua tahapan yaitu: 1) pengkajian mengenai hukum normatif yang berlaku, dalam hal ini peneliti
mengkaji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 2) penerapan pada peristiwa terkait yang telah
ditetapkan. Data primer dalam penelitian ini adalah UU Desa dan UU Disabilitas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.
Hal ini mengingat penelitian yang bersifat normatif memiliki kekhasan objek yang akan diteliti
adalah berbagai aturan hukum sebagai fokus penelitian (Amrullah, 2018). Dalam pengumpulan
data, peneliti menggunakan studi dokumentasi. Lebih lanjut, peneliti menggunakan analisis data
Milles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan
kesimpulan dan verifikasi (Milles & Huberman, 1992). Melalui penelitian ini, peneliti mengkaji
tentang bagaimana penerapan hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat
pemerintahan desa di Indonesia dapat berperan dalam menegaskan keterlibatan penyandang
disabilitas yang diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dilindungi secara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan secara aktif dan dilibatkan masyarakat menjadi salah satu unsur penting yang
harus diperhatikan dalam membuat kebijakan berupa regulasi. Klein et al menjelaskan bahwa
bakat, prestasi, minat, kematangan karir, dan efikasi diri yang komprehensif menyajikan model
integrasi informasi bagi keberlanjutan karir penyandang disabilitas (Klein et al., 1997). Kehadiran
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
khususnya Pasal 56 sampai Pasal 63 secara jelas mengatur mengenai partisipasi masyarakat
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dari undang-undang hingga peraturan
daerah. Meskipun tidak menyebutkan hingga peraturan desa di dalamnya, secara mutantis
mutandis unsur partisipasi berlaku pula dalam peraturan desa, mengingat diberikannya
kewenangan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menekankan partsipasi
masyarakat.

Hal demikian pun sudah diantisipasi sejak adanya otonomi daerah, sebelum adanya
kebebasan lebih hingga tingkat desa. Sebagaimana Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 menyatakan bahwa, “Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-
Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk ...
Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat”. Mengingat partisipasi masyarakat yang sangat
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penting dalam rangka menciptakan good governance, pelaksanaan partisipasi publik dalam

pembentukan kebijakan haruslah diatur secara lebih jelas.

Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang penting dalam negara demokrasi (Hidayah,
2020). Pada saat yang sama, keterlibatan masyarakat menuntut penerapan penuh partisipasi
mereka secara penuh dalam proses yang menjadi pembelajaran hingga pengambilan kebijakan
(Risa, 2020) yang berarti mencerminkan tanggung jawab sosial di bidang kewarganegaraan.
Dalam hal administratif level desa, terdapat kebijakan desa yang dituangkan ke dalam sebuah
peraturan yang disebut peraturan desa, atau disingkat perdes. Secara umum, penyusunan
peraturan desa diatur menurut UU Desa, baik cara penyusunan oleh kepala desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa atau BPD, maupun partisipasi masyarakat di dalam penyusunan.
Penyusunan peraturan desa harus sesuai dengan UU Desa, berikut peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang sebagai peraturan pelaksana UU Desa. Beberapa peraturan
yang dimaksud di antaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berikut perubahannya
melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (hanya pengubahan
ketentuan mengenai pendapatan bagi pemangku pemerintah desa) dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
di Desa.

Pendekatan pendidikan nilai meningkatkan suara dan hak pilihan (Vincent, 2018). Hal
tersebut perlu dilihat dalam perumusan kebijakan desa yang menghasilkan peraturan desa
maupun prosesnya yang melalui musyawarah desa. Peraturan desa sebagai sebuah kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah desa dari hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah
desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa,
pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa yang ada di desa (Pasal 54 ayat (1) UU Desa). Secara
normatif, unsur masyarakat desa yang dimaksud yaitu: tokoh adat; tokoh agama; tokoh
masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan;
perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok
pemerhati dan pelindungan anak; dan/atau perwakilan kelompok masyarakat miskin; maupun
unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat (Pasal 80 ayat (3) dan (4)
PP 47/2015).

Lebih lanjut mengenai materi muatan setiap jenis peraturan desa, baik peraturan desa,
peraturan kepala desa maupun peraturan bersama kepala desa, diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. Pasal 4 Permendagri 111/2014 mengatur, bahwa materi
muatan setiap jenis peraturan desa yaitu peraturan desa mengenai pelaksanaan kewenangan desa
dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; peraturan
bersama kepala desa mengenai materi kerjasama desa; dan peraturan kepala desa mengenai
materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut. Sebagai
catatan, selain mengatur mengenai tata cara pembuatan peraturan desa, Peraturan Menteri
tersebut juga mengatur mengenai format peraturan desa. Permendagri 111/2014 menunjukkan
posisi strategis perdes, sehingga menjadi sebuah urgensi setiap lapisan masyarakat dapat terlibat
dalam penyusunan perdes. Pasal 5 ayat (2) Permendagri 111/2014 menyatakan bahwa lembaga
kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan
kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Kemudian, Pasal 6 ayat (2) dan (3) mewajibkan Pemerintah Desa agar Rancangan Peraturan
Desa dikonsultasikan kepada masyarakat desa, khususnya kepada masyarakat atau kelompok
masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Terkait sosialisasi, Pasal
13 (1) dan (2) mewajibkan Pemerintah Desa dan BPD untuk melakukan sosialisasi kepada
masyarakat, baik sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan
Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan
Peraturan Desa. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh
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masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Pengaturan dimaksud dapat dijelaskan
dalam tabel 1.

Tabel 1. Ketentuan-ketentuan Penting Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Desa
No Pasal Ketentuan

1 Pasal 4 Materi muatan setiap jenis, tata cara pembuatan, format suatu peraturan
desa.

2 Pasal 5 ayat (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa dapat
memberikan masukan ke pemerintah desa dan BPD mengenai peraturan
desa.

3 Pasal 6 ayat (2) Pemerintah desa wajib agar suatu rancangan peraturan desa dilakukan

dan ayat (3), serta konsultasi dan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat desa (kewajiban
Pasal 13 ayat (1) sosialisasi juga berlaku bagi BPD).
dan ayat (2)
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di
Desa

Melihat posisi strategis suatu peraturan desa dan penekanan pentingnya dilibatkannya
seluruh elemen masyarakat dalam penyusunan suatu rancangan perdes hingga telah disahkannya
suatu perdes, sudah menjadi suatu kuewajiban bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk melibatkan
pula penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat desa.

Selain perdes, hal lainnya yang patut diperhatikan pula mengenai musyawarah desa. Sejak
lahirnya UU Desa, keilmuan tentang desa menjadi perhatian studi berkembang (Kushandajani &
Alfirdaus, 2019). Secara khusus, upaya komunikatif yang berasal dari norma-norma persahabatan
berfungsi untuk mempromosikan tujuan instrumental sederhana dari kewarganegaraan,
sekaligus memungkinkan berkembangnya praktik kewarganegaraan (Scorza, 2004). Di dalam
penjelasan atas UU Desa, dijelaskan bahwa:

“Musyawarah desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang
ada di desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting
dilakukan oleh pemerintah desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Hasil ini
menjadi pegangan bagi perangkat pemerintah desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.
Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin,
kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.”

Musyawarah memfasilitasi transaktif dalam perencanaan pembangunan melalui transfer
pengetahuan antar masyarakat (Taufiq et al, 2021). Ketentuan dan penjelasan tersebut
memberikan pemahaman bahwa peraturan desa dibentuk melalui musyawarah desa sebagai
sebuah forum bagi semua unsur pemerintahan desa, unsur masyarakat desa, dan pihak-pihak yang
berkepentingan dalam suatu hal yang dibahas dalam musyawarah tersebut. Hal-hal yang telah
disepakati dalam musyawarah desa kemudian menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam
melaksanakan kebijakan desa, yang dituangkan dalam peraturan desa. Keseluruhan proses
tersebut menunjukkan sebuah siklus dalam penyusunan peraturan desa. Pengaturan proses
penyusunan peraturan desa mewajibkan pemerintahan desa untuk melibatkan seluruh elemen
masyarakat dalam suatu desa, baik yang terwakilkan secara wilayah melalui BPD maupun dengan
mengundang unsur masyarakat desa. Hal tersebut memberikan penekanan bahwa aspirasi elemen
masyarakat desa diharapkan dapat tersalurkan dalam proses penyusunan suatu peraturan desa,
guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa itu sendiri. Bahkan, urgensi keterlibatan
unsur masyarakat tersebut disebutkan di dalam UU Desa.

Dapat dicermati bahwa kelompok disabilitas tidak disebutkan secara eksplisit di dalam UU
Desa maupun peraturan pelaksananya. Sebenarnya, hal ini bukan berarti aspirasi kelompok
disabilitas tidak dapat tersalurkan dalam penyusunan peraturan desa. Aspirasi dari segala lapisan
masyarakat, tidak terkecuali disabilitas, dapat disampaikan secara langsung kepada kepala daerah
atau perwakilan di BPD. Selain itu, kelompok difabel dapat membentuk suatu unsur masyarakat
tersendiri sesuai frasa dalam UU Desa “unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya
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masyarakat” agar dapat terlibat secara langsung dalam penyusunan peraturan desa melalui
musyawarah desa.

Konsep penyampaian aspirasi kelompok disabilitas tersebut, utamanya yang disampaikan
secara langsung oleh kepala daerah, dapat mencontoh konsep pendataan disabilitas yang diatur
dalam UU Disabilitas. Pasal 119 ayat (1) dan (2) UU Disabilitas mengatur bahwa Penyandang
Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana kewajiban pemerintah yang
dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Pasal 119 ayat (1) jo. Pasal 117 ayat (1)), dapat secara aktif
mendaftarkan diri kepada kepala desa atau yang setara (seperti lurah) di tempat tinggalnya.
Kemudian, kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data dari penyandang
disabilitas yang bersangkutan kepada bupati/walikota melalui camat, agar selanjutnya diteruskan
kepada gubernur hingga Menteri Sosial.

Namun, jika dikritisi lebih lanjut, kelompok marginal atau kelompok yang mendapat
perhatian secara khusus di dalam perkembangan isu hak asasi manusia dewasa ini, disebutkan di
dalam UU Desa maupun PP. Kelompok-kelompok tersebut seperti perwakilan kelompok
perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak, serta perwakilan kelompok
masyarakat miskin. Menjadi pertanyaan kemudian, mengingat kelompok disabilitas sebagai
bagian dari kelompok marginal tidak disebutkan, berikut ada tidaknya konsekuensi logis atas hal
tersebut. Terdapat ketidakkonsistensi dalam UU Desa yang hanya menyebutkan beberapa
kelompok marginal atau kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan secara khusus. Tidak
ada jaminan bahwa kelompok-kelompok yang telah disebutkan dalam UU Desa sebagai bagian dari
unsur masyarakat desa, benar-benar terlibat dalam penyusunan peraturan desa di lapangan,
terlebih kelompok-kelompok yang tidak disebutkan, termasuk kelompok disabilitas.

Hak berpartisipasi bagi disabilitas dalam penyusunan peraturan desa yang kurang
diakomodir di dalam UU Desa, kurang diakomodir pula oleh UU Disabilitas. Pasal 1 UU Disabilitas
pada memang menjelaskan mengenai kesamaan kesempatan, diskriminasi, penghormatan, dan
definisi berbagai prinsip lainnya dalam rangka melindungi hak penyandang disabilitas. Namun,
Pasal 1 angka 1 UU Disabilitas menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang
yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu
lama, di mana keterbatasan tersebut dapat menjadi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi
secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selain itu, hal
yang patut diperhatikan pula adalah ragam disabilitas itu sendiri, yang menjadikan kebutuhan
masing-masing penyandang disabilitas berbeda.

UU Disabilitas menyebutkan ragam disabilitas setidaknya terdiri dari Penyandang
Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental, dan/atau
Penyandang Disabilitas sensorik. Bahkan dalam kajian kewarganegaraan, pemahaman isu
disabilitas secara benar dan tepat dapat menentukan seberapa besar penyandang disabilitas
dihargai sebagai warga negara, di mana penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban
yang setara seperti warga negara lainnya. Istilah warga negara, dalam arti sempit ialah penduduk
kota dalam arti luas adalah orang yang bertempat tinggal di dalam batas wilayah negara (Abdin,
2008) yang berarti tanpa membedakan masing-masing latar belakang dan kondisi seorang warga
negara.

Terdapat beberapa tantangan bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak
dasarnya, yaitu stigmatisasi, hambatan infrastruktur, hambatan transportasi, dan hambatan
informasi (Mukhopadhyay & Moswela, 2019). Tantangannya dalam suatu peraturan untuk
mengembangkan strategi hukum dapat membatasi regulasi tujuan kepentingan publik
(Carstensen, 2011). UU Disabilitas bahkan mendegradasi perspektif hak asasi manusia bagi
penyandang disabilitas dalam rangka perlindungan hak penyandang disabilitas itu sendiri, di
mana kondisi seseorang sebagai penyandang disabilitas dianggap sebagai sebuah keterbatasan
yang menghambat dalam upaya penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi sebagai warga
negara yang setara. Kalaupun UU Disabilitas dapat mendefinisikan perspektif dan konsep
penyandang disabilitas secara sempurna, definisi sejatinya tidak cukup dan tidak dapat memberi
gambaran secara utuh. Begitu pula harus ada kelanjutan maupun perincian khusus mengenai
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bagaimana upaya perlindungan hak penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi sebagai
warga negara dalam berbagai level dan sektor, bahkan hingga level administratif desa.

Hak sosial penting dalam mengartikulasikan hak wuntuk penyandang disabilitas
(Hirschmann, 2015). Terdapat tantangan serta peluang untuk memajukan hak disabilitas (Wehbi,
2011). Pasal 2 UU Disabilitas memang menjamin bahwa asas partisipasi penuh menjadi salah satu
asas utama dalam rangka pelaksanaan dan pemenuhan penyandang disabilitas. Namun, tidak ada
definisi khusus dan tidak ada penjabaran lebih rinci mengenai apa dan bagaimana asas partisipasi
penuh dimaksud, baik bagi penyandang disabilitas maupun pihak yang berhadapan dengan
disabilitas. Hanya ada Penjelasan atas Pasal 2 huruf d yang menjelaskan bahwa, “Yang dimaksud
dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabiltas berperan serta secara aktif dalam
segala aspek kehidupan sebagai warga negara”. Kemudian, pasal-pasal selanjutnya bahkan tidak
mengatur maupun menjabarkan bagaimana seharusnya pemenuhan hak penyandang disabilitas
untuk dapat berpartisipasi sebagai warga negara, khususnya partisipasi dalam perumusan
peraturan dan kebijakan hingga level desa.

Penulis mengkaji bahwa UU Disabilitas hanya mengatur asas partisipasi penuh bagi
penyandang disabilitas dalam beberapa sektor saja, dalam artian tidak dimuat dan tidak diperinci
di seluruh sektor atau bidang hak kebutuhan kehidupan. Pengkajian penulis dimaksud dapat
dijelaskan dalam tabel 2.

Tabel 2. Wujud Pengakomodiran Asas Partisipasi sebagai Hak Penyandang Disabilitas di dalam

UU Disabilitas
No Sektor Pasal Keterangan
1 Hak Kebudayaan Pasal16 Pasal 16 khususnya huruf a yang menjamin penyandang
dan Pariwisata disabilitas memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya.
Kemudian, huruf b Pasal yang sama menjamin pula agar
penyandang  disabilitas  memperoleh  kesamaan
kesempatan untuk berperan dalam proses pembangunan
pariwisata.

2 Hak Pendidikan Pasal 41 Pasal 41 ayat (1) mewajibkan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah untuk menjamin penyandang
disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dalam
menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

3 Hak Politik Pasal 75 dan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin

Pasal 77 agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara
efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik
secara langsung atau melalui perwakilan, serta hak dan
kesempatan untuk memilih dan dipilih.

4 Hak Pasal 109 Pasal 109 ayat (3) yang menjamin penyandang disabilitas
Penanggulangan untuk dapat dapat berpartisipasi dalam penanggulangan
Bencana bencana.

5 Hak Habilitasi Pasal 110 Ketentuan yang menjamin agar penyandang disabilitas
dan Rehabilitasi dapat meraih kesempatan untuk berpartisipasi dan

berinklusi di seluruh aspek kehidupan. Namun, yang
menjadi catatan bahwa ketentuan ini membahas dalam
hal sektor habilitasi dan rehabilitasi.

Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas

Dapat dipahami bahwa UU Disabilitas yang menjadi acuan dalam pengaturan keterlibatan
disabilitas, termasuk akses hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di Indonesia,
ternyata belum cukup mengakomodir penjaminan perlindungan hak penyandang disabilitas di
berbagai bidang. Misalnya, berbicara mengenai perlindungan hak atas pekerjaan bagi penyandang
disabilitas, Berkowitz & O’Leary menyebutkan bahwa adanya perbedaan peluang yang tersisa
dalam hal pekerjaan bagi penyandang disabilitas, terkait dengan kebijakan dan praktik
ketenagakerjaan disabilitas formal dan informal (Berkowitz & O’Leary, 2000) yang berarti perlu
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adanya perlindungan hak tersebut berdasarkan undang-undang. Penilaian keterlibatan hak
penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di level desa di Indonesia, termasuk pula
menilai seberapa besar disabilitas mampu meraih aksesibilitas di pelayanan umum.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Kleintjes melengkapi pemahaman bahwa desa telah ada
dan berjalan dengan baik, berikut organisasi pemerintahan yang berwibawa, mempunyai otonomi,
dan mempraktekkan demokrasi jauh sebelum adanya penjajahan Belanda di Indonesia. Dikutip
Suryaningkrat, Kleintjes kemudian menyatakan bahwa (Suryaningkrat, 1992):

“Desa dibiarkan mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya menurut
kehendaknya, di bidang kepolisian maupun pengaturan tetapi dalam penyelenggaraannya desa
tidaklah bebas sepenuhnya. Desa diberi otonomi dengan memperhatikan peraturan yang dibuat
oleh Gubernur Jendral, kepala wilayah atau pemerintah dari kesatuan masyarakat yang berdiri
sendiri, yang ditunjuk dengan ordonasi”

Sementara, pengaturan desa di Indoensia cukup diakomodir di dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disebut UUD NRI 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI
1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Ketentuan tersebut membuktikan eksistensi desa dan masyarakat desa itu yang
keberadaannya telah lama ada dan karenanya harus diakui sampai dengan saat ini pula.

UU Desa disusun dengan semangat mengimplementasikan amanat Kkonstitusi, yaitu
pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18 ayat
(7) UUD NRI 1945, dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dan self-
government local sedemikian rupa, sehingga landasan konstitusional ini akan menjadi dasar yang
kokoh bagi masa depan desa di Indonesia (Amrullah, 2016). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Tidak sampai
sembilan bulan kemudian, tepatnya pada 2 Oktober 2014, keluar Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disusul 18 Maret 2015 keluar Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pada yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai
catatan, kedua undang-undang tersebut tidak mengubah ketentuan-ketentuan di dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 karena lebih rinci mengatur mengenai otonomi daerah provinsi dan
kabupaten/kota, serta kepala daerah baik gubernur maupun bupati atau walikota.

Terdapat implikasi dari identifikasi sosial dalam keterlibatan politik dari kelompok yang
distigmatisasi (Nario-Redmond & Oleson, 2015). Sebelum kehadiran UU Desa, eksistensi desa juga
tidak dapat dipandang sebelah mata. Menurut Bagir Manan dalam bukunya berjudul
“Menyongsong Fajar Otonomi Daerah” menyebutkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sesungguhnya otonomi daerah berbasis pada
kewenangan desa, sehingga dapat dimengerti jika pelaksanaan otonomi daerah sangat
berpengaruh dan dipengaruhi keberhasilan kewenangan desa. Pengakuan otonomi yang dimiliki
desa ataupun dengan sebutan lain, dikatakan demikian mengingat bahwa ujung tombak
pelaksanaan pemberdayaan rakyat berada pada tingkat desa, karena hakikat otonomi daerah
selain demokratisasi dan desentralisasi, juga mengandung misi pemberdaya an guna
meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk hingga ke level desa (Manan, 2022).

Pengakuan rasa hormat yang diberikan kepada individu diungkapkan dengan
memperlakukan mereka sebagai konsep penghormatan yang memadai (Liveriero, 2020).
Terdapat upaya dalam memperbaiki dinamika situasi yang akan dapat menghasilkan perubahan
yang berarti (Marshall et al., 2021). Guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa itu
sendiri di Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan pentingnya
asas partisipatif. Pasal 24 UU Desa bahkan tidak hanya memuat tujuh asas yang sudah dimuat di
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, melainkan juga ditambah asas efektivitas dan efisiensi,
asas kearifan lokal, asas keberagaman, dan asas partisipatif. Maka, penyelenggaraan pemerintahan
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desa yang dipimpin oleh kepala desa sebagai penyelenggara tunggal, harus berdasarkan asas-asas
sebagai berikut beserta penjelasannya. Terkhusus pelaksanaan asas partisipatif, dimana
penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur
masyarakat desa.

Pelaksanaan asas partisipatif bagi penyandang disabilitas tidak lain memiliki nilai untuk
memastikan bahwa kebijakan dihasilkan untuk kebutuhan mereka (Nemec & Dron, 2022; Wilbur
et al,, 2022; Zhu et al., 2022). Urgensi tersebut tidak sekedar meningkatkan penghargaan bagi
penyandang disabilitas, tetapi juga untuk mendorong kesadaran masyarakat mengenai isu-isu
disabilitas (Carlson, 2022). Partisipasi penyandang disabilitas dapat mempromosikan kesetaraan
hak (Evans, 2022). Kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan yang inklusif turut
menyertakan hak bagi penyandang disabilitas (Perrot & Horn, 2022), karena kewarganegaraan
yang inklusif menciptakan masyarakat yang adil (Kwok & Kwok Lai Yuk Ching, 2022) sekaligus
mengandung nilai kebajikan kewarganegaraan Kkhususnya bagi penyandang disabilitas
(Choudhury Kaul et al., 2022).

Dalam implementasi partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di
tingkat pemerintahan desa di Indonesia, terdapat nilai kebajikan kewarganegaraan yang dapat
menambah dan memperkaya konektivitas antar individu maupun kelompok dalam ruang lingkup
warga negara. Kebajikan kewarganegaraan sendiri dapat mengembangkan kompetensi
kewarganegaraan baik berupa civic knowledge, civic disposition, dan civic skill. Sebagaimana
dikatakan Branson bahwa civic knowledge, civic disposition, dan civic skill perlu dikembangkan
guna menguatkan kompetensi kewarganegaraan (Branson, 1999). Mengembangkan dan melatih
nilai kewarganegaraan meneguhkan filosofis karakter bagi kewarganegaraan yang baik (Victoria
Costa, 2013). Secara keseluruhan, dampak positif pada partisipasi hak penyandang disabilitas
dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan desa yakni tentang adanya peningkatan
kemampuan untuk menjadi warga negara yang baik dengan tidak meninggakan nilai-nilai
Pancasila.

Berdasarkan teori dan pendapat dari para ahli sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,
nilai-nilai tersebut dapat dijabarkan seperti dalam tabel 3.

Tabel 3. Nilai-nilai Kebajikan Kewarganegaraan Mengenai Partisipasi Hak Penyandang
Disabilitas dalam Perumusan Kebijakan di Tingkat Pemerintahan Administratif Desa di

Indonesia
No Tingkatan Nilai Kebajikan Kewarganegaraan
1 Individu Memperkuat tanggung jawab individu, integritas, patriotisme
Komunitas Membentuk kohesi sosial, toleransi keragaman, dan konsistensi
Intelektual Berpartisipasi sesuai dengan pengetahuan tentang UU Desa dan UU
Disabilitas
4 Praktis Mendukung, menyiarkan aktivitas keterlibatan penyandang disabilitas

dalam perumusan kebijakan, rasa kasih untuk yang lain
5 Literasi Hukum  Pengetahuan tentang UU Desa dan UU Disabilitas, serta kesadaran dalam
upaya pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat khususnya
penyandang disabilitas
Sumber: Data Penelitian 2022-2023

Mendasarkan pada penelitian yang dilakukan mengenai kebajikan kewarganegaraan dan
partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan
administratif desa di Indonesia, dapat dipahami bahwa nilai-nilai kebajikan terdapat pada tingkat
atau tataran individu, komunitas, intelektual, ranah praktis, dan literasi hukum tentang UU Desa
dan UU Disabilitas.

Penerapan kebijakan berpengaruh terhadap rasa nasionalisme dan patriotisme (Nurdin,
2017). Kebajikan kewarganegaraan dan partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan
kebijakan di tingkat pemerintahan administratif desa di Indonesia menjadi bagian dalam
mewujudkan kehidupan demokratis dengan memberikan solusi terhadap permasalahan
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partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan. Seperti yang dikatakan oleh
Frericks & Hoppner (2018) bahwa tanggung jawab diri adalah kata kunci dalam kebijakan sosial,
Dalam hal ini partisipasi hak penyandang disabilitas khususnya dalam perumusan kebijakan desa
harus diorientasikan dalam menumbuhkan modal sosial bangsa Indonesia yang mampu berdaya
saing serta integritas pada negara.

Tanggung jawab berkontribusi dalam pembentukan keputusan dan kebijakan, tergantung
pada perbaikan tata kelola pemerintah (Thompson, 2014). Dengan munculnya tanggung jawab
pada individu, dalam tingkat komunitas akan adanya upaya untuk memperkuat dan membentuk
kohesi sosial yang memiliki toleransi keragaman berikut konsistensinya, sehingga dapat
berkontribusi yang positif dalam pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Boukes
(2021) menegaskan bahwa efek pembingkaian pada atribusi tanggung jawab bergantung pada
ideologi politik. Dapat dipahami bahwa kebajikan kewarganegaraan dan partisipasi hak
penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di desa di Indonesia menekankan pada upaya
dalam fasilitas hubungan warganegara dan negara agar nantinya dapat berkontribusi menjadi
warga negara yang baik dan berkeadaban.

Partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan
administratif desa di Indonesia merupakan wujud dalam memberikan kesempatan dalam
menggunakan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dasar mereka sebagai warga negara
dalam memberikan yang terbaik bagi bangsanya. Seperti yang dikatakan oleh Berthoin Antal dan
Sobczak (2013) bahwa tanggung jawab sebagai proses pembelajaran yang tertanam secara
budaya. Pemahaman identitas nasional berkaitan erat dengan warisan sejarah suatu bangsa
(Berthoin Antal & Sobczak, 2013). Dari berbagai penjelasan yang ada, dapat dipahami bahwa
partisipasi hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan menjadi bagian dalam
pemahaman konsep bernegara dan bela negara, untuk mengusulkan solusi dari permasalahan
tentang partisipasi hak penyandang disabilitas.

SIMPULAN

UU Desa dan UU Disabilitas dapat menjadi acuan dalam pengaturan keterlibatan disabilitas
dalam akses hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan desa di Indonesia, meskipun
tidak sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan dimaksud. Dalam hal ini, kebajikan
kewarganegaraan dengan diakomodirnya partisipasi penyandang disabilitas sebagai sebuah hak
dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan desa di Indonesia adalah membentuk kohesi
sosial yang memperkuat tanggung jawab individu, rasa kasihan untuk yang lain, integritas,
patriotisme, toleransi keragaman, dan konsistensi. Hal tersebut menunjukkan suatu urgensi yang
harus diperhatikan pemerintah pusat khususnya dan pemerintah daerah dalam mengakomodir
hak penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan desa di
Indonesia, dimana diakomodirnya urgensi tersebut mencerminkan disabilitas sebagai warga
negara yang memiliki hak, sekaligus bermanafaat untuk dapat memahami, mengetahui, dan
menganalisis kebutuhan maupun masalah yang dialami disabilitas di level desa. Selain itu,
pemahaman dan pelaksanaan urgensi tersebut diharapkan akan memperluas kesadaran upaya
melindungi hak penyandang disabilitas dan menanamkan persektif masyarakat yang baik
terhadap penyandang disabilitas.
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